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PEMBENTLTKAN TIM KOORDINASI IASILmASI PEI.IIUSUNAN RENCANA AXSI DAERAH

PANGAN DAN GIZI (RAI)-PC) 20I I-2015

MENTERI PIRf,NCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PT]MBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

MenginSat

a.

b.

c.

1.

3.

4.

bahwa dalam ranSka men8atasi perntasalahan Sizi di Indonesia yanS

membutuhkafl penanSarun secara lilltas sektor baik di pusat dan di
daerah, telah dirumuskan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
(RAN-PG) 201 t-2015, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam

bentuk Rcncara Aksi Daerah PanSall dan Gizi (RAD-PG) di lrovinsi;

bahwa berdasarkah pertinlbanSan scbagaimana dinuksud dalanr

huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan

Rencana Aki \"asional Pa Ban dan Gizi (RAD-PG) 201 I -2015;

b^hwa Wjab'dt dan peSawai yan8 namanya tercafltum dalam
Iampirarl Kepuhlsan ini dianggap mampu dan nrcnrenuhi
persyalEtan untuk duduk dan elaksanakan tugas sebaSai anSSota

Tim Koordinasi Fasilitari Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan

dan Cizi (RAD-PG) 20l1-2o15\

Undang-UndanS Nomor 10 Tahun 2010 tefltanS AnSSaran

Pend^pat^n dan Belanja Ne:iara Tahur tulggamn 201 I (L€n0arar

NeSara Rcpublik llrdonesia Tahun 2olo Nonlor 126, Tantbah^r
l-embarall Negara Republik Indonesia Nonlot 5l67);

Keputusan Presiden Nomor 42 "fahu,I. 2ooz tentanS Pclaksanaan

Anggaran Pendapatan darl BelanJa Negara (lrmbaran Ne8ara

Republik lndonesia Tahul 2002 N-omor 73, Tanlbahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nonlor 4212) sebaSaimara telah diubah
dengan Keputusan Presiden l'-omor 53 Tahun 201O;

PeratuErn Plesiden Nomor 82 Tahun 2007 tentaflS Badan

Perencanaan Perrbangunan Nasional;

Peratur2n Presiderr N*omor' 47 Tahutl 2OO9 tcntanS Pellbentukan
dan OrBanisasi Kenlente.ian Negala;

5. Pemturan ...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

5. Peraiulan Menteri NeSara Percncanaan Penlbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
Pf,R. 004/M.PPN,/09 / 2OO7 terjl.arrg pedonlan penyusunan Rencana
AnSSaIan dan Biaya (RAB) kegiatan Mcnteri Negara Ferencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Penlbangutun
Nasional sebagaimana tclah beber.apa kali diubah, terakhfu dengan
Peraturan Mellteri Perencana.an Penlbangunan Nasional/Kepala
Baalan Perencanaan l'enlbangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Negala Perehcanaan Pembangurlan
Nasional/Xepala Badan ferencanaan Penlbangunan Nasional Noftor
PER. 005,/M.PPN,/ I0 /2007 tqntang Organisasi dan Tata Kerja
Kemerterian Negara Pereflcanaan Pentbangunan Nasional/Badan
Perencanaan PembanSunan Nasional;

MI.MUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI/. BADAN PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TTNTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TASILITASI
PEN'I'I]SUNAN RENCANA AKSI NASIONAI PANGAN DAN GIZI ([AD-
PG) 2O11-2015.

Membentuk Tim Koordihasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi
Nasional PahSan dan Cizi (RAD-PG) 2011-2015 untuk s€lanjutnya
disebut Tinl Koordinasi RAD-PG dengan susunan keanggotaan
seba8aimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi RAD-PC terdiri atas Tim Per3arah, Tim Teknis, dan Tim
S€kretariat.

Tim Pengarah bertuSas :

a. menlberikan arahan dala pelaksanaan koordinasi perumui rn
kebijakan terkait upaya perbaikan pentan dan Sizi daerah untuk
mewujudkan ketahanan panSan dafl nreningkatkan status gizi
masyaraklt;

b. meflrberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai
substansi kebijakan terkait upaya perbaikan parl.gan clar. gizi,,

c. memberikan arahan dan masukan kcpada Tim Teknis dalam
melakukan kooldinasi dengan penlerifltah daemh dan nrasyarakat
dalam upaya perbaikar. pangan dan &Er,

d. memberikan arahan dan masukan kepada Tinr Teknis dalam hal
fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah PanSan dan Gizi 2077-
2015, Wnelaahan atas dokumen kebijakan daerah terkait pangan

dan gizi, dan monitorinS dan evalLlasi pelakMnaan RAD-t'G;

e. menyampaikan



:J

KIJT]MPAT

KELIMA

KEENlLM

KMUJUH

e. menyampaikan lapomn keSiatan fasilitasi penyusunan RAD-PG di
tingkat piovinsi kepada Menteri PPN/Kcpala Bappenas;

Tim Teknis bertuSas :

a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penFrsunan kebijkan terkait
upaya perbaikan pangan dan gizi sesuai dentan sist€matika dan
substansi yallS diarahkah oleh Tinl Pengarah;

b. membuat jadwal dar rcncana kerja kegiatan Tift Teknis;

c. meLaksanakan analisa situasi perkeftbangan pencapaian target dan
tpay^-up^ya ya\g telah dilakukan dalam rangka upaya perbaikan

Wngan d^n gizi;

d. melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan pusat
dan daerah dalam percepatan up ya Wrb^lka,n pang;an dan gizi:.,

e. melakukan fa-silitasi penyu$unan rencana aksi pangan dan gizi di
daerah;

f. melakukan penelaahan atas dokumen RAD-PG yang telah disusun
oleh setiap provinsi;

8. melakukan monitorin8 dan evaluasi atas pelaksanaan RAD-PG.

Tim sekretariat bertuSas:

a. membantu pelaksanaah tugas Tim Teknis dalam menyiapkan dan
mengolah bahan untuk fasilitasi penyusunan, penelaahan, dan
monitorin8 dan evaluasi pelaksanaatr IAD-PG di daerah;

b. melaksahakan tugas-tu8as kesekretariatan.

S€8ala biaya yanS diperlukan dalam ran8ka pelaksanaan tuSas Tim
Koordinasi RAD-PG dibebankah pada An88arat1 Pendapatan dan Belanja

NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Aag9al^n 2011.

Keputusan ini berlaku sejak tangSal ditetapkan, dan berlaku surut sejak

SJanuari 2O1 l.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2OI1

ftu,

t
ARlvllDA S. ALISJAH BANA

Tembusan
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Tenrbusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perianian;
5. Menteri Pendidikan Nasioflal;
6. Menteri Perindustrian;
7. Kepala Badan PenSawas Obat dan Makznan;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretari$ Utama Bappenas;
1 1. lhsp€ktu Utama, Bappenas;
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementeriafl ppN/Bappenas;
13. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bapp€nas;
14. Pejabat Pembuat Konlitmen (PPK) Deputi BidanS SDM dan Kebudayaan, Kementerian

PPN/ Bappenas;
I5. YanS bersangkutan,



SUSUNAN KIANGGOTAAN
TIM KOORDINASI IASTLITASI PENMJSUN RENCANA AKSI DAERAH

PANGAN DAN CIZI (RAD.PG) 2O1I-2OI5

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MXNITRI PPN,/KXPALA BAPPENAS
NOMOR IGP. 41 /M.PPN/HWO3/2011
TANGGAL 31 MARET 2011

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudaya.4n, Kenlenter.ian PPN/Bappenas.
Deputi Bidang Sumber Daya Alaft dan
LinSkungan Hidup, Kentcnterian FPN/Bappenas.
1. Deputi BidanS Pengawasan Keamanafl

PanSan dan Bahan Berbahaya, Badan
PenSawas Obat dan Makanan;

2. Deputi Bidang Kependudukan, Kesehatan
dan LinSkungan Hidup, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

lJ. Direktur Jenderal Bina Cizi dan Kesehatan
lbu dan Anak, Kementerian Kesehatan;

4. Kepala Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pel.tanian;

5. Direktur Jenderal Bina pentbangunan

Daerah, l(enrentelian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Pentberdayaan

Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam
Negeri;

7. Dircktul Jenderal lndustri Agro dan Kimia,
Kementerian Perindustrian;

8. Dir€L1uI Jendclal Maiajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah, Kemenierian
Pendidikan Nasional.

Direktur Kesehatan dan Cizi Masyarakat,
K€nrenterian PPN,/Bappenas.

1. Direktur A8a! a dan Pendidikan,
Keftenterian PPN/Bappenas;

2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan
Percmpuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian PPN/ Bappenas;

A. TIM PENGARAH

a. Ketua
b. Wakil Ketua

B. TIM Tf,KNIS

a. Kefua

c. Sekrctaris

d. Anggota

b. AnSgota

3. Dircktur



C. TIM SEKR}:I ARIAT
a. An&4ota

I
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AN PTJ RT]NCANAAN

b. Tena8a Pendukullg

3. Dilektur Kebudayaan, pariwisata, pemuda

dan Olahraga, Kementeriar ppN/ Bappenasi
4. Direktur pangan dan pertanian,

Kementerian PfN/ Bappenas
5. Dirrktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Pusat Promosi Kesehatan,

Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Pusat Penganekargaftan Konsumsi

dan Keanlanan Pangan, Kcmenterian
Pertanian;

8. Direktur Standarisasi Produk pangan, Badan
Pengawas Obat dan Makanah.

1. Ir. Yosi Diani Trcsna, MpM;
2. Sularsono, SP, ME;
ll. Imam Subekti, MPS, MPH;
4. Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed;
5. Ir. Destri Handayani, ME;
6. Fitriyah, SE, MPA, Ph.D;
7. Ahftad Taufik, S.Kom, MAp;
8. Dra. Esti Nurhayati, MM;
9. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
10. Aris Subiyono, SH;
I 1. Benny Azwir, ST, MMT;
12. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
13. Jarot Indarto, SP! M.Sc;
14. Noor Avianto, SP;

15. Dini Ma3hfirra, SPi

16. Ardhiantie, SK,VU

17. Dewi Amila Solikha, SKM.

Nurlaily Aprilianti;
Sulain1an.
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